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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Dasar-dasar ketentuan Perma No 1 Tahun 2015 

Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Inpres 

No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 Ayat 

(2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan 

pelaksanaan antara UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat 

beberapa kelemahan. Dalam KHI dijelaskan bahwa, “itsbat nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang 

terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”.
1
  

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 

Pasal 7 Ayat (3d) dan UUP ketika seseorang menikah sebelum adanya UUP 

tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat 

nikah, karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang 

hanya berisi hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan 

Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.
2
 

Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum 

materiil yang berlaku nasional yang pelaksanaanya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahu 1975. Maka sejak diberlakukan sesuai dengan PP 

tersebut tidak ada lagi pihak yang diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah 

tangan), setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan. Oleh 

                                                             
1
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d 

2
 Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bulan Bintang, 

Jakarta,, 1975) h. 46 
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karenanya itsbat nikah terhadap nikah sirri untuk saat ini tidak diperkenankan. 

Jika UUP dicermati lebih lanjut, maka salah satu tujuan utama disahkannya 

UU tersebut adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan 

yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu tidak ada lagi perkawinan 

yang tidak tercatatkan setelah berlakunya UU ini. Sebagaimana yang 

tercantum dalam UUP, pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut masing masing agamanya dan kepercayaannya 

itu”.  

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan “Tiaptiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.4 UUP Pasal 2 

ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah 

terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai 

penertiban pernikahan, dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai 

konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh 

hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan 

hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, 

pembagian waris, nasab, dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila tidak 

dicatatkannya, maka sebagai konsekuensi mereka pernikahan tersebut tidak 

diakui secara hukum positif dan tidak mendapatkan perlindungan hukum 

ketika terjadi permasalahan dalam pernikahan tersebut.  

Dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai 

buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta 
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kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum 

mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung 

Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan 

Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang 

keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah 

dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.  

Adapun Tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2015 termuat dalam Pasal 2 butir a dan b, sebagai berikut :  

a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang Hukum  

b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperolah 

hak atas akta perkawinan, buku Nikah dan akta kelahiran yang dilakukan 

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang menjadi sasaran 

atau objeknya adalah termuat dalam Pasal 4. Dalam pasal tersebut dinyatakan 

bahwa, penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi :  

a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum 

dicatatkan.  

b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mendapat akses 

pelayanan di gedung Kantor Pengadilan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/ kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan 

baik secara ekonomi dan geografis.  

c. Anggota masyarakat dari kelompok rentan termasuk perempuan, anak-

anak dan penyandang disabilitas; dan/atau  
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d. Anggota msyarakat yang tidak memiliki akses pada imformasi dan 

konsultasi hokum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

Secara umum, isi dari perma nomor 15 ini adalah: 

a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟iyah dalam hal ini melayani 

Permasalahan Itsbat nikah berupa Pelayanan Terpadu sidang Itsbat nikah 

dalam delik bersifat Voluntair.  

b. Pemohon merupakan suami istri yang wajib menghadiri sidang Terpadu 

Itsbat nikah tanda alasan apapun.  

c. Dalam perihal di antara pasangan atau keduanya telah meninggal dunia 

pengajuan Itsbat kawin tidak bisa di lakukan di pelayanan terpadu.  

d. Dalam memeriksa pengajuan Itsbat nikah bisa dilakukan pada pelayanan 

terpadu bisa dilakukan oleh hakim tunggal.  

e. Proses persidangan di luar ruang pengadilan di lakukan berdasar 

ketetapan berlaku. 

B. Aturan dalam Perma No 1 Tahun 2015 tentang Itsbat Nikah terhadap 

nikah sirri di Kabupaten Siak 

Pada umumnya, penyelesaian permasalahan hukum dalam hukum 

acara perdata, diajukan berdasarkan gugatan dan permohonan.
3
 Dalam halnya 

gugatan, persoalan hukum yang dihadapi terkait beradu kepentingan antar 

pihak. Sedangkan permohonan (voluntair) merupakan kepentingan sepihak, 

                                                             
3
 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.31. 
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sehingga persoalan-persoalan hukum lebih bersifat administrative.
4
 Pada 

perkara permohonan (voluntair), pengadilan memiliki wewenang untuk 

memberikan hasil dari permohonan tersebut berupa suatu penetapan dari 

pengadilan. Seiring perkembangannya, dikeluarkan pengaturan perundang-

undangan oleh Mahkamah Agung mengenai pelayanan terpadu pengadilan 

keliling. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturah Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2015 yang menjelaskan tentang pengaturan pelayanan 

terpadu pengadilan keliling atau sidang keliling yang diselenggarakan oleh 

Pengadilan Negeri terkait persoalan penerbitan akta perkawinan dan akta 

kelahiran.  

Pelayanan dari sidang keliling tersebut membantu dalam 

menyelesaikan persoalan administratif yang berdampak pada administrasi 

kependudukan dimasyarakat.
5
 Pelayanan terpadu merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta terkoordinasi, baik didalam 

satu waktu ataupun tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar‟iah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, didalam layanan 

keliling terkait pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai 

dengan kewenangan Pengadilan Negeri, dan itsbat nikah sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iah didalam memenuhi hak 

atas akta perkawinan dan kelahiran. Selanjutnya pengadilan keliling ialah 

                                                             
4
 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen 

Litigasi, Ed-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.17. 
5
 Mahmud M.D, Penegakan Keadilan di Pengadilan, (Jakarta: Rajawali, 2003), h. 67 
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sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan,dan didalam konsep 

penerapannya dapat secara berkala maupun insidentil.  

Peraturan tersebut menjadi suatu penyelesaian yang baru pada 

permasalahan hukum dalam acara perdata yang bertujuan untuk menjamin 

agar masyarakat mampu memperoleh pengakuan hukum, sekalipun dalam 

hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah 

dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan didalam akta kelahiran. Serta 

menghadapi biaya, jarak, dan waktu untuk meningkatkan pelayanan hukum 

dimasyarakat terkait hak atas akta perkawinan dan akta kelahiran. 5 Sidang 

keliling merupakan salah satu penjabaran akses terhadap keadilan (access to 

justice), yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara.
6
 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

sebagaimana tersebut di atas mempunyai kewenangan tersendiri. Secara 

limitatif kewenangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura duiatur dalam 

pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006. Di dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang beragama 

Islam, meliputi bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. 

Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqoh; dan i. Ekonomi Syari‟ah. 

Mengingat luasnya ruang lingkup tugas pokok dan kewenangan 

Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam 

                                                             
6
 Muhammad Latif Fauzi, “Efektifitas Sidang Keliling (Studi di Pengadilan Agama 

Wonogiri)”, dalam Jurnal Syariah, Vol. 14, No. 2, Juli, 2017. 
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mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu 

ditentukan arah kebijakan dan program yang sesuai dengan keadaan 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Baik yang berkaitan dengan 

administrasi umum, administrasi perkara, dan manajemen peradilan. 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2016 saat ini telah berusia 2 (dua) tahun sejak 

diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018 

di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura meliputi seluruh 

daerah di Kabupaten Siak, yang sebelumnya merupakan wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Bengkalis. Setelah diresmikannya Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura maka secara yurisdiksi wilayah Kabupaten Siak resmi 

menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.  

Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1946 jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 198922 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan (“PERMA 1/2014”) maka dilaksanakanlah sidang 

keliling sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menyelesaiakan persoalan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e0ee96a5087/node/653/peraturan-ma-no-1-tahun-2014-pedoman-pemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e0ee96a5087/node/653/peraturan-ma-no-1-tahun-2014-pedoman-pemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e0ee96a5087/node/653/peraturan-ma-no-1-tahun-2014-pedoman-pemberian-layanan-hukum-bagi-masyarakat-tidak-mampu-di-pengadilan
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hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Sidang keliling ini adalah salah 

satu bentuk dari Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
7
 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan 

secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat 

yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan 

gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat 

Sidang Tetap.
8
  

Sidang di Luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk 

Sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor 

Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, 

Kantor Desa, atau gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang 

tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang 

di luar gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. 

Adapun penetapan lokasi sidang di luar gedung Pengadilan ditentukan 

dari basil koordinasi dan didasarkan pada kesepahaman dengan Pemerintah 

Daerah atau instansi lain setempat. Petugas Penyelenggara sidang di luar 

gedung Pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan yang 

diselenggarakan di luar gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar 

gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, 

perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
9
 

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung 

Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah 

                                                             
7
 Pasal 1 angka 5 PERMA 1/2014 

8
 Pasal 1 angka 5 PERMA 1/2014 

9
 asal 18 ayat (5) PERMA 1/2014 
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atau bersifat sederhana. Jadi, sidang keliling itu merupakan salah satu bentuk 

Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang khusus untuk perkara yang 

pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan 

tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota, 

Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan 

pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan 

kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan 

perkawinan dan pencatatan kelahiran. 

Di Kabupaten Siak, pelaksanaan Peraturah Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2015 ini diterjemahkan dengan pengukuhan perjanjian kerjasama 

antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Kementerian Agama Kabupaten 

Siak tentang Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan 

pencatatan peristiwa penting terkait dengan pencatatan sipil dalam kegiatan 

pelayanan terpadusidang keliling itsbat Nikah, penerbitan buku, akta 

kelahiran dan dokumen kependudukan di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Siak Tahun Anggaran 2021. Dalam Perjanjian kerjasama ini, implementasi 

Pelayanan Terpadu sidang keliling bertujuan untuk: Meningkatkan akses 

terhadap pelayanan di bidang hukum; dan membantu masyarakat terutama 
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yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, 

dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya 

ringan.
10

 

Pelayanan Terpadu sidang keliling ini meliputi; Pertama, persidangan 

perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan 

Negeri atau itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Siak yang 

berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan 

kelahiran; Kedua, pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan 

Ketiga, pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Siak. 

Sedangkan penerima manfaat atas Pelayanan Terpadu ini meliputi; 

Pertama, anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum 

dicatatkan; kedua, anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit 

mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik 

secara ekonomi dan geografis; Ketiga, anggota masyarakat dari kelompok 

rentan termasuk perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas; dan/atau 

Keempat, anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan 

                                                             
10

 Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Siak, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dan Kementerian Agama Kabupaten Siak 

tentang Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa 

penting terkait dengan pencatatan sipil dalam kegiatan pelayanan terpadusidang keliling itsbat 

Nikah, penerbitan buku, akta kelahiran dan dokumen kependudukan di lingkungan pemerintah 

Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021, pasal II, hlm. 2 
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konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan itsbat nikah ini adalah 

Pertama, Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat. 

1) Mendatangi kantor Pengadilan Agama setempat. 

2) Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat 

sendiri. Jika tidak bisa, dapat meminta bantuan Pos Bantuan Hukum 

(“Posbakum”) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma. 

3) Fotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap, 

kemudian isi dan tanda tangani formulir yang telah lengkap. Serahkan 4 

rangkap formulir permohonan kepada petugas pengadilan dan simpan 1 

rangkap sisanya untuk dibawa pulang 

4) Lampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari 

KUA bahwa pernikahan tidak tercatat. 

 Kedua, membayar uang muka biaya perkara. Setelah menyerahkan 

panjar biaya perkara, minta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk 

meminta sisa panjar biaya perkara. Jika merasa tidak mampu 

membayar panjar biaya perkara, maka dapat 

mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (prodeo). 

Jika telah mendapatkan fasilitas prodeo, maka semua biaya yang berkaitan 

dengan perkara yang diajukan di pengadilan menjadi tanggungan 

pengadilan, kecuali biaya transportasi dari rumah ke pengadilan.  
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Ketiga, Tunggu panggilan sidang dari pengadilan. Pengadilan akan 

mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang 

kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera 

dalam surat permohonan. 

Keempat, menghadiri persidangan. Mendatangi pengadilan sesuai 

dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Pada sidang 

pertama, bawa dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan serta 

fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini 

hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya Kartu Tanda 

Penduduk (“KTP”) atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi 

tertentu, hakim mungkin akan melakukan pemeriksaan isi permohonan; 

Pada sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Anda harus 

mempersiapkan dokumen dan bukti yang diminta oleh hakim. Dalam 

kondisi tertentu, hakim akan meminta untuk menghadirkan saksi-saksi yaitu 

orang yang mengetahui pernikahan yang telah dilakukan di antaranya wali 

nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui 

pernikahan telah dilaksanakan. Adapun waktu dan tanggal sidang kedua dan 

seterusnya akan diberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam 

sidang oleh hakim. 

Kelima, Putusan/penetapan pengadilan. Jika permohonan sudah 

dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan 

itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil 

dalam jangka waktu 14 hari sejak sidang terakhir, dan dapat diambil sendiri 
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ke kantor pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. 

Setelah itu, baru bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan 

pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan 

pengadilan tersebut. Jika sudah mendapatkan akta nikah setelah dilakukan 

pencatatan nikah, maka dapat lah mengurus akta kelahiran anak sesuai 

dengan prosedur yang berlaku di Kantor Pencatatan Sipil setempat. 

Secara teknis Pelaksanaan Sidang Keliling Itsbat Nikah di Pengadilan 

Agama berdasarkan Perma No 1 Tahun 2015 di Kabupaten Siak adalah 

sebagai berikut; 

 

1. Pendaftaran perkara sidang keliling dan itsbat nikah  

Dalam sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Siak yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, pendaftaran 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui camat dan 

Kepala Desa dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta 

nikah kemudian mengajukan data tersebut dan Pengadilan Agama 

menyerahkan blanko pendaftaran yang kemudian administrasi mengenai 

pembayaran dilaksanakan oleh petugas dari Pemda Kabupaten Siak 

karena mereka yang membiayai. Adapun pendaftaran dalam sidang 

keliling itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Siak Secara umum 

dalam pendaftaran sama, permohonan dalam sidang keliling perkara 

itsbat nikah ini tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, 
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hanya perbedaannya sidang itsbat nikah ini bersifat kolektif dan 

pembiayaan yang di fasilitasi oleh Pemda Kabupaten.  

2. Proses Pelaksanaan  

Sidang Keliling dan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Kabupaten 

Siak menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling 

serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada 

hari jumat karena pada hari jumat hakim tidak ada sidang. Sehingga 

tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani 

masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta 

membawa dampak manfaat bagi masyarakat.  

Mengenai sidang keliling perkara itsbat nikah yang diadakan di 

kantor Kecamatan Kabupaten Siak, dilakukan dalam satu kali sidang, 

sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling perkara itsbat nikah 

langsung mendapatkan penetapan. Proses persidangan tahapan sama 

yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan 

hakim, bacaan permohonan, pembuktian dan apabila sudah ditemukan 

fakta hukum maka diberikan penetapan. Tahapan-tahapan pelaksaan 

sidang keliling Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Siak yaitu 

tahap pemeriksaan, tahap pembuktian, tahap kesimpulan dan tahap 

penetapan.  

3. Tahap pemeriksaaan sidang keliling perkara Itsbat nikah  

Dalam pemeriksaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan 

sidang itsbat nikah pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih 
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dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha 

memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian 

hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan 

itsbat nikah dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap 

jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk 

mengemukakan segala sesuatu.
11

 

4. Tahap pembuktian sidang keliling perkara itsbat nikah  

Pada tahap ini pemohon sidang keliling itsbat nikah diberikan 

kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali. Di 

awali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua 

belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat 

keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda 

tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Desa yang berada di wilayah 

Kecamatan Kabupaten Siak, asli surat keterangan pernikahan belum 

tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani 

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.  

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk 

pemanggilan para saksi dan ketua majlis mulai memberikan beberapa 

pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang 

berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila 

semua bukti telah di ungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan 

dinyatakan tidak cacat demi hukum. 

                                                             
11

 Observasi pada tanggal …… 
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5. Tahap kesimpulan  

Atas pertanyaan ketua majlis majlis, pemohon membenarkan dan 

menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan 

kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan. 

Tahap penetapan Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan 

menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai 

diajukannya itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Siak.  

Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat 

nikah. Berkas Berita Acara Persidangan Penetapan dalam sidang keliling 

Itsbat Nikah. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di 

muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-

haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.
12

 

 

6. Penundaan sidang  

Di dalam sidang keliling perkara itsbat nikah yang dilaksanakan 

oleh Pengadilan Agama Kabupaten Siak di beberapa Kantor Kecamatan, 

tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya pada hari 

tersebut hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada 

para pihak. Penetapan bisa diambil seminggu setelah dilaksanakan 

sidang atau setelah pembacaan penetapan Tetapi untuk inkracht atau 

berkekuatan hukum tetap tetap berlaku 14 hari. Di dalam sidang keliling, 

jika tidak diperlukan maka tidak diberlakukan penundaan sidang 
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 Dokumen Itsbat Nikah Terpadu, pengadilan Agama Siak 
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dikarenakan biaya. Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan 

kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari: biaya 

tempat persidangan, biaya sewa perlengkapan sidang, biaya petugas 

pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), 

uang harian dan biaya transportasi.  

Selain pelaksanaan sidang keliling, menurut ketua Pengadilan Agama 

Siak, sebagai proses sosialisasi tentang Perma No. 1 tahun 2015 tentang 

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syari‟ah dalam rangka penerbitan Akte Perkawinan, 

Buku Nikah dan Akte Kelahiran, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua 

Pengadilan Agama Kabupaten Siak:  

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 

Masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte resmi sebagai syarat 

pengakuan Negara atas peristiwa pernikahan yang harus dicatatkan di 

KUA Kecamatan dan Pencatatan Kelahiran anak pada Dinas 

Kependudukan Catatan Sipil. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama 

berharap semoga kegiatan sidang keliling terpadu ini dapat 

dilaksanakan berkelanjutan agar masyarakat yang belum mendapatkan 

pelayanan pada kesempatan kali ini bisa mendapatkan pelayanan 

serupa pada kesempatan lain.”
13

 

 

Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat yang pernikahannya tidak 

tercatat, apakah disebabkan faktor ekonomi, biaya, geografi atau lainnya, 

disisi lain begitu urgennya Akte Nikah maupun Akte Kelahiran dengan 

rentetan akibat hukumnya seperti: Kewarisan, kewarganegaraan, jasa 

raharja, status anak dan lainya, sementara setiap warga negara Republik 

Indonesia berhak mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum, maka 

                                                             
13

 Wawancara dengan Ketua PA Siak 
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untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Mahkamah Agung Republik 

Indonesia telah menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 tentang 

“Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan 

Agama (PA) /Mahkamah Syari‟ah dalam rangka penerbitan Akte 

Perkawinan, Buku Nikah dan Akte Kelahiran”.  

Dengan merujuk pada PERMA Nomor 1 tahun 2015 tersebut, ada 

beberapa keistimewaan yang diberlakukan terhadap “Itsbat Nikah Terpadu” 

di Kabupaten Siak antara lain:  

1. Para pihak tidak dibebani biaya alias cuma-cuma (Prodeo), pada 

Pengadilan Agama Siak (biaya perkara); di Kantor Urusan Agama (biaya 

penerbitan buku Kutipan Akte Nikah) dan di Disdukcapil (biaya 

penerbitan Akte Kelahiran), karena semua biaya dicukupi oleh DIPA 

kabupaten Siak).  

2. Dilaksanakan secara serempak pada satu kecamatan. Pada saat itu para 

pihak langsung akan menerima : Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan 

Agama; Buku Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama; dan Akte 

Kelahiran dari Disdukcapil.  

3. Dilaksanakan dengan Hakim tunggal, dan produk penetapannya 

langsung Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga langsung bisa 

diterbitkan Buku Kutipan Akte Nikah dan Akte Kelahiran.  

Dengan adanya beberapa keistimewaan tersebut, maka untuk dapat 

mengajukan perkara “Itsbat Nikah Terpadu” ini ada ketentuan-ketentuan 

yang mesti dipenuhi yaitu :  
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1. Permohonan Itsbat Nikah diajukan secara bersama-sama dan ditanda 

tangani oleh suami dan isteri in person sebagai Pemohon I dan Pemohn 

II.  

2. Surat permohanan memuat alasan dan kepentingan yang jelas dan 

konkrit, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7, yang dalam Itsbat Nikah 

terpadu ini dalam rangka untuk penerbitan Akte Nikah dan Akte 

Kelahiran.  

3. Kriteria Pemohon I dan Pemohon II : a. Pernikahan dilakukan menurut 

ketentuan hukum Islam. b. Pernikahan tidak dicatat dalam register 

pencatatan KUA di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Siak. c. Pemohon I 

dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam. d. Pemohon I 

(suami) tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II. e. Pemohon I dan 

Pemohon II belum pernah bercerai . f. Diutamakan pasangan suami isteri 

yang telah mempunyai anak, untuk memperoleh Akta kelahiran.  

Permohonan tersebut mesti dibuktikan dengan alat-alat bukti, baik alat 

bukti surat-surat maupun saksi-saksi. Adapun alat-alat bukti surat yang 

harus disampaikan (sekalian dilampirkan dalam surat permohonan) adalah:  

4. Fotokopi Kartu Keluarga.  

5. Fotokopi KTP suami dan isteri wilayah Hukum Kabupetan Siak.  

6. Asli Surat keterangan dari KUA setempat yang menerangkan bahwa 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku 

register. 
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7. Asli Surat keterangan dari Lurah/Kepala desa setempat yang 

menerangkan status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah .  

Sedangkan alat bukti saksi, disiapkan dua orang saksi dengan kriteria 

sebagai berikut :  

1. Bargama Islam  

2. Laki-laki  

3. Baligh / Dewasa  

8. Melihat dan menyaksikan secara pribadi prosesi akad nikah Pemohon I 

dengan Pemohon II, atau  

9. Setidak-tidaknya mengetahui dalam jangka waktu relatif lama bahwa 

Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai pasangan suami 

isteri, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada pihak yang menggugat 

dan/atau keberatan terhadap keberadaan pasangan Pemohon I dengan  

Pemohon II.  

Skala prioritas saksi diutamakan sebagai berikut:  

1. Orang yang bertindak sebagai wali nikah, baik wali nasab maupun 

wali hakim.  

2. Orang yang bertindak sebagai saksi nikah.  

3. Orang yang hadir dalam prosesi akad nikah.  

4. Orang yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan.  

5. Orang yang hadir dalam acara resepsi pernikahan.  

10. Orang yang secara pribadi atau berdasarkan informasi dari orang 

banyak, mengetahui adanya pasangan suami isteri dalam waktu yang 
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cukup lama, dan tidak ada keberatan terhadap keberadaan suami 

isteri tersebut.  

Aturan Itsbat Nikah Terpadu Isbat nikah ini, terutama di lingkungan 

Peradilan Agama adalah persoalan yang seksi - tak kalah seksi dengan 

„jamu‟ (janda muda) yang memadati ruang tunggu Pengadilan Agama. 

Dikatakan seksi karena selalu menarik untuk dibahas dan dikaji bahkan 

diseminarkan, baik di tingkat regional maupun global. Hal demikian karena 

isbat nikah terkait dengan banyak aspek, antara lain: aspek yuridis, 

sosiologis, ekonomis bahkan humanis.  

Sumber hukum isbat nikah dapat ditemukan pada pasal 3 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) 

Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf b angka 2 

sub 6.  

Dalam dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa 

peradilan, dalam hal ini Peradilan Agama bagi yang beragama Islam 

berwenang melakukan isbat/ pengesahan nikah. Keduanya belum mengatur 
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siapa yang berhak mengajukan isbat dan bagaimana prosedurnya. Aturan 

yang detail kita jumpai dalam aturan pelaksanaan, yaitu pada pasal 7 ayat 

(2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bab II huruf 

b angka 2 sub 6. Dua aturan pelaksanaan tersebut di atas bila dilihat dari 

derajatnya masih sering mendapat kritikan, baik KHI maupun KMA.  

Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Inpres 

No.01 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 

sebagai aturan pelaksanaannya bukanlah undang-undang. Inpres, apalagi 

keputusan menteri menurut pasal 2 TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangundangan jelas bukan 

termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI, padahal 

seharusnya kewenangan dan teknis peradilan (hukum acara) diatur dalam 

undang-undang.  

Hal ini dapat kita lihat pada pasal 14 (1) Undang-Undang No. 04 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “Susunan, 

kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan 

undang-undang tersendiri”.  

Demikian pula KMA setali tiga uang dengan Inpres. Hanya saja 

kehadiran Inpres, PERMA, KMA bahkan SEMA dalam rangka mengisi 

kekosongan hukum dan atau penjabaran yang lebih teknis dari undang-
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undang yang telah ada karena tuntutan kebutuhan zaman. Terobosan hukum 

paling anyar yang dilakukan Mahkamah Agung RI terkait isbat nikah adalah 

dengan mengeluarkan Perma Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pelayanan 

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/ 

Mahkamah Syar‟iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku 

Nikah, Dan Akta Kelahiran. 

Terobosan dimaksud antara lain: membolehkan sidang isbat nikah 

terpadu dilakukan oleh hakim tunggal, pemanggilan para pihak dilakukan 

secara kolektif dan penetapan hakim langsung berkekuatan hukum tetap 

setelah diucapkan. Dan bila dihubungkan dengan Perma Nomor 01 Tahun 

2014 yang menggantikan SEMA Nomor 10 tahun 2010 ditambah bonus 

dapat disidang di luar gedung pengadilan, boleh jadi di depan rumahnya dan 

bagi penerima raskin atau yang tidak mampu dapat layanan gratis pula. 

Secara formil tidak aturan yang baru dalam Perma No 1 Tahun 2015.  

Sebab dalam Perma tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaan 

sidang itsabat terpadu. Sementara untuk aturan hukum tetap berdasar kepada 

aturan yag telah ada. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 ayat (9) yang 

menyatakan : Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan 

sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku. 

Namun demikian, secara obyektif mengenai Itsbat Nikah yang 

dilakukan pasca terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sangat marak terjadi didalam kehidupan masyarakat. 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohamad Arif mengatakan bahwa 



115 
 

 
 

kondisi obyektif itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Siak masih 

saja tetap ada peningkatan permohonan itsbat nikah setiap tahun, 

menurutnya bahwa masyarakat telah mengetahui hal tersebut bertujuan 

untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah 

dilaksanakannya namun tidak tercatat pada KUA setempat.
14

 Berikut adalah 

jumlah perkara itsbat nikah yang telah diterima oleh pihak Pengadilan 

Agama Siak dari periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 

sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 

Data Perkara Itsbat Nikah Yang diputus PA Siak Tahun 2018 – 2020 

 

No Tahun Kasus Masuk Kasus Putus Dikabulkan 

1 2018 2 - - 

2 2019 24 24 - 

3 2020 40 40 36 

4 2021 267   

Sumber: Laporan Tahunan PA Siak, 2021 

Secara umum dari jumlah perkara itsbat nikah yang diputus dan telah 

ingkrah adalah sebanyak 64 perkara, dan terdapat 36 perkara yang 

dikabulkan, 2 perkara yang ditolak di tahun 2020, kemudian ada 1 perkara 

yang tidak diterima, hal ini berdasarkan hasil pertimbangan dan putusan 

majelis hakim Pengadilan Kabupaten Siak dalam persidangan. Namun 

demikian, berdasarkan data tersebut diatas, maka hal ini dapat dilihat bahwa 

pada dasarnya mayoritas yang mengajukan permohonan itsbat nikah di 

pengadilan Agama Kabupaten Siak adalah perkawinan yang terjadi setelah 

terbitnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berdasarkan dari 
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 Wawancara, pada tanggal 18  Sepetember 2021 
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hasil survey berkas perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama 

Kabupaten Siak maka dapat dilakukan kategorisasi data perkara permohonan 

Itsbat Nikah yang diterima dan di putus Pengadilan Agama Kabupaten Siak 

periode tahun 2018-2020 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Kategorisasi Data Perkara Itsbat Nikah PADA Pada Perkawinan Yang 

Terjadi Sebelum dan Setelah Terbitnya UU NO.1 Tahun 1974 Periode 

2018 – 2021 

 

Total 

Perkara 

Masuk/Putus  

  

 

Sebelum 

terbitnya UUP 

No.1/1974 

Setelah terbitnya 

UUP No.1/1974 

Keterangan 

64 2 62  

 

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat 2 

Perkara Itsbat Nikah yang perkawinannya terjadi sebelum terbit dan 

berlakunya UU No.1 Tahun 1974 serta PP No.9 Tahun 1975, dan selanjutnya 

terdapat 62 perkara Itsbat Nikah yang perkawinannya terjadi setelah terbitnya 

UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. 

Masalah pencatatan perkawinan adalah merupakan masalah yang 

sangat krusial yang terjadi ditengah masyarakat, sekalipun Undang-undang 

Perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Namun 

tidak jarang pula dijumpai masih tetap adanya peristiwa perkawinan yang 

terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat tidak tercatat pada Kantor Urusan 

Agama, hal ini terbukti dengan maraknya perkara itsbat nikah yang diterima 

oleh Pengadilan Agama Kabupaten Siak dari tahun ke tahun. 

Sedangkan di tahun 2021 proses itsbat nikah dilakukan secara massal 

bekerjasama antara Pemerintah Daerah Siak, Dinas Kependudukan dan 
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Catatan Sipil dengan Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Hingga saat ini, 

pada tahun 2021 ini sudah berjalan dua kali sidang itsbat keliling dilakukan 

oleh Pemda Siak dan Pengadilan Agama Siak; Pertama, dilaksanakan di 

Kecamatan Tualang pada tanggal 12 Agustus 2021, dengan jumlah pemohon 

sebanyak 17 pasang. Kedua, diselenggarakan pada tanggal 2 September 2021 

di Kecamatan Sungai Apit dengan jumlah pemohon sidang itsbat sebanyak 

16 pasang suami-isteri. Ketiga, diselenggarakan pada tanggal 22 November 

2021 di Kecamatan Kandis dengan jumlah pemohon sidang itsbat sebanyak 

10 pasang. 

 

 

C. Aktualisasi Perma No 1 Tahun 2015 di Kabupaten Siak  

Kemudian dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan pada khakikatnya masyarakat 

telah mengetahui bahwa setiap perkawinan itu harus dicatat oleh pihak yang 

berwenang yakni pihak Kantor Urusan Agama.
15

 Namun pada realitas ini 

menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam hal 

pencatatan perkawinan masih sangat minim, hal ini pula disebabkan oleh 

karena pengaruh adanya penerapan Perma No 1 Tahun 2015 tentang itsbat 

nikah itu sendiri.  

                                                             
15

 Wawancara, pada tanggal 18  Sepetember 2021 



118 
 

 
 

Sehingga dengan demikian maka penyelenggaraan suatu pernikahan 

yang terjadi lebih dominan dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama 

setempat. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Data Rekapitulasi Peristiwa Nikah dan Rujuk Kemenag Kabupaten Siak 

No Tahun Jumlah Nikah Nikah di KUA Nikah di Luar 

KUA 

1 2018 2814 976 1838 

2 2019 2 792 876 1916 

3 2020 2367 665 1702 

Sumber: Data diolah, 2021 

Data tersebut, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat melaksanakan 

pernikahan diluar KUA, ini pula membuktikan bahwa sebagai pihak yang 

berwenang dalam melakukan pengawasan dan pencatatan nikah dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pembantu PPN di Desa 

ataupun Imam Desa dengan memberikan rekomendasi terhadapnya dan sifat 

terbatas untuk wilayah kategori D1 dan D2 semata, ini berdasarkan Instruksi 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yakni;  

Pertama: Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah agar 

dilakukan secara selektif dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (2) Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;  

Kedua: Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

dari Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam harus 

memperhatikan; (1). Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut masuk dalam 

tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 

(daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh 
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Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat 

dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya 

Manusia (SDM) disbanding dengan luas wilayah; (2). Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah berdomisili di desa dimaksud; (3). Kemampuan dan 

Kompetensi calon Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang hukum dan 

administrasi pernikahan. 

Dengan dasar intruksi tersebut menunjukkan bahwa Pembantu PPN di 

desa sudah tidak ada lagi terkecuali terbatas pada kedua kategori wilayah yang 

dimaksud. Akan tetapi mayoritas dari mereka (masyarakat) masih 

mempercayakan pengurusan administrasi kepada pembantu PPN yang ada di 

desa, sebagaimana lazimnya yang bertugas sebagai pembantu PPN adalah 

Imam Desa yang dianggap sebagai tokoh adat ataupun tokoh Agama. Padahal 

didalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa :  

“Dengan Mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 

hukum Agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 

dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”
16

  

 

Peneliti berasumsi bahwa hal ini jelas apa yang telah dilakukan oleh 

mereka yang melangsungkan perkawinan itu bertentangan dengan tatacara 

perkawinan berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 tersebut diatas karena yang 

bertindak sebagai penghulu atau PPN bukan petugas resmi pemerintah yang 

lebih berkompoten dibidangnya. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 11 

dinyatakan:
17

 (1). Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 

                                                             
16

 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 10 ayat (3)   
17

 Pasal 11 ayat (1-3)   
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menanda tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2). Akta perkawinan yang telah ditanda 

tangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi 

dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 

melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh 

wali nikah atau yang mewakilinya. (3). Dengan penandatangan akta 

perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.  

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 tersebut, maka ketika suatu perkawinan 

dilangsungkan tanpa ada buku nikah yang ditandatangani oleh calon 

mempelai, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh Imam Desa atau 

Pembantu PPN maka peneliti berasumsi bahwa tatacara perkawinan yang 

dilangsungkan oleh mereka itu tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam PP No.9/1975 ini.  

Oleh sebab itu peneliti berasumsi bahwa semestinya yang memiliki 

peranan penuh dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan nikah 

itu adalah Pejabat Resmi Negara yang benar-benar berkompeten dibidangnya 

serta memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur sipil negara 

sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri 

Agama yang menyatakan bahwa; (1). Pegawai Pencatat Nikah yang 

selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan 

persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran 
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cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2). PPN 

dijabat Oleh Kepala KUA.
18

  

Selain data di atas, terjadi juga peningkatan jumlah warga yang 

mendaftar Itsbat nikah, sebagai bentuk indikasi banyaknya nikah siri di 

Kabupaten Siak, yang kemudian berdampak pada peran KUA di Kecamatan; 

Pertama, berdasarkan table 4.1 tentang jumlah masyarakat yang mendaftarkan 

diri untuk melakukan itsbat nikah, menegaskan tentang menguatnya keinginan 

warga untuk melakukan nikah siri yang kemudian dilanjutkan dengan 

mengajukan itsbat. Tahun 2018 hanya 2 orang, kemudian tahun 2019 ada 24 

pasangan, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 40, serta di tahun 2021 

menjadi 267 dan yang sudah di putus 90 pasangan. Kondisi ini, jika terus 

berlaku di masyarakat, maka orang akan lebih memilih nikah siri, lalu 

pernikahan itu bisa disahihkan melalui itsbat secara gratis. 

Kedua, implikasi lainnya dari implementasi Perma ini adalah adanya 

indikasi dipermudah dalam persoalan pernikahan ini. Misalnya di Kartu 

Keluarga, ada istilah Kawin Tidak Tercatat, pada kolom status perkawinan. 

Begitu juga muncul istilah Cerai Hidup Tidak Tercatat. Hal ini, juga dengan 

mudah membuat akte lahir pada proses pembuatan Akte Lahir. 

Menurut Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan mengatakan 

bahwa pencatatan perkawinan tidak memperoleh tempat dan perhatian oleh 

fiqhi, meskipun sesungguhnya perintah pencatatan itu ada ayat Al-Qur‟an, 

yang justru menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah 

                                                             
18

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah, Pasal 2 ayat (1-2)   
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disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah; Pertama, adanya larangan 

untuk menulis sesuatu selain Al-Qur‟an; Kedua, mengandalkan hafalan 

(ingatan); Ketiga, tradisi walimat al-urusy; Keempat, ada kesan perkawinan 

dimasa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. 

Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.  

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP 

hanya diatur oleh satu ayat namun masalah pencatatan ini sangat dominan. 

Sehingga menurutnya bahwa tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar 

hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga 

menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.
19

 Meskipun, Peraturan 

Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti 

perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah akan 

tetapi tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, lebih-lebih dengan adanya 

Perma Nomor 1 tahun 2015 tentang sidang keliling itsbat nikah.  

Meskipun dilapangan, banyak faktor yang menjadi penyebab 

masyarakat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, seperti; (a).Kawin secara 

terpaksa atau kawin tanpa persetujuan keluarga, (b). Masyarakat belum 

paham Pencatatan Nikah di KUA
20

, (c). Kesadaran masyarakat yang minim 

pentingnya buku nikah.
21

 (d). Kondisi jarak yang jauh dan sulit ditempuh 

menuju KUA.
22

  

                                                             
19

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI”, Edisi Pertama, Cet. 

Ke-5, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h.120-121   
20

 Wawancara, pada tanggal 05 September 2021   
21

 Wawancara, pada tanggal 12 September 2021 
22

 Wawancara, pada tanggal 09 September 2021 
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Dari beberapa kasus dalam penjelasan mengenai kondisi obyektif 

itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang diajukan pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Siak, maka yang menjadi faktor penyebab bagi pasangan suami 

istri tersebut sehingga mereka mengajukan permohonan itsbat nikah, pada 

umumnya itu disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya:
23

 

1. Faktor kondisi ekonomi, tidak adanya kutipan akta nikah bagi pasangan 

suami istri yang telah menikah dengan alasan tidak mampu secara 

ekonomi, (b). Adanya kelalaian Petugas yang mana dalam hal ini adalah 

petugas PPPN/Imam Desa yang ada di Desa yang tidak menyetor berkas 

calon pengantin pada KUA setempat.  

2. Hal yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Muhamad Arif dan 

Abdul Hafid bahwa beberapa faktor penyebab masyarakat mengajukan 

permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama disebabkan karena: 

(a).Kelalaian masyarakat itu sendiri tidak mencatatkan perkawinannya 

pada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA Setempat, (b). 

Biaya yang tinggi sehingga masyarakat enggan untuk mencatatkan 

perkawinannya itu, (c). Adanya suatu perkawinan yang tidak normal 

(masalah adat) misalnya kawin lari dari keluarga, kawin paksa oleh pihak 

keluarga ataupun dalam keadaan telah hamil.
24

 Menurut Derliati dan 

Tamsil bahwa alasan utama mereka mengajukan permohonan itsbat 

nikahnya adalah; karena tidak adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh 
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 Lihat; Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No.47 

Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PBNP yang berlaku pada Departemen Agama, Pasal 6 ayat (1-

3).   
24

 Wawancara pada tanggal 07 September 2021 
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pihak KUA tempat mereka melangsungkan perkawinannya itu, yang 

kesemuanya telah diserahkan dan dipercayakan kepada petugas Imam 

Desa atau PPPN dengan melunasi biaya administrasi pencatatan nikah 

tersebut dan pada akhirnya Imam Desa yang menikahkannya itu telah 

wafat.
25

 

3. Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai faktor penyebab bagi 

pasangan suami istri mengajukan perkara permohonan itsbat nikah pada 

Pengadilan Agama Kabupaten Siak pada dasarnya disebabkan oleh 

karena berbagai macam, hal ini dapat dilihat diantaranya adalah: (1). 

Alasan ekonomi tidak mampu, biaya pencatatan perkawinan yang mahal 

sehingga masyarakat sebagai calon pengantin tidak mendaftarkan 

pencatatan perkawinannya pada KUA setempat, (2). PPPN/Imam di desa 

yang tidak menyetor berkas pada KUA. 

4. Faktor tidak mampu secara ekonomi untuk membayar biaya pendaftaran 

nikah, menurut hemat penulis bahwa, hal ini sudah tidak relevan dengan 

realitas yang ada saat ini. Sebab dengan terbitnya PP No.48 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 tentang 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Departemen Agama telah digratiskan berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1-3) 

menyatakan bahwa:
26
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 Wawancara pada tanggal 07 September 2021 
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 Lihat; Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No.47 

Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis PBNP yang berlaku pada Departemen Agama, Pasal 6 ayat (1-
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a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan 

tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.  

b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama 

Kecamatan dikenakan biaya transfortasi dan biaya profesi sebagai 

penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan / atau 

korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk diluar Kantor 

Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dikenakan tarif Rp.0,00 ( nol rupiah).  

Berdasarkan penjelasan pada Pasal tersebut diatas maka dapat 

dipahami bahwa sejak terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 ini, semestinya 

sudah tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama 

sehingga kemudian akan meminimalisir terjadinya permohonan itsbat nikah 

di Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Namun akan tetapi realitas yang ada, 

masih saja terjadi permohonan itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan 

setelah terbitnya PP No.48 Tahun 2014 itu sendiri, terdapat sekitar 19 

pasangan suami istri mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Siak yang pernikahanya terjadi antara periode tahun 2018 

s/d 2020.
27

  

Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan faktor kelalaian petugas 

PPPN yang ada di Desa, maka dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa 
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 Hasil Penelitian Berkas Perkara Permohonan Itsbat Nikah Pada Ruang Arsip Pengadilan 

Agama Kabupaten Siak, tgl. 04/01/2021   
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semestinya yang menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dan 

pencatatan nikah oleh negara dalam hal ini adalah aparatur sipil negara 

/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan bukan pembantu PPN di 

Desa, sehingga lebih pro aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya itu, tanpa harus memberikan wewenang penuh 

dengan memberikan rekomendasi/mandat kepada PPPN/Imam Desa dalam 

rangka untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pencatatan perkawinan di 

desa, meskipun hal ini diatur dalam salah salah satu regulasi sebagaimana 

yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 

Tahun 2017 bahwa; PPN sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 

dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu 

PPN.
28
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 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Nikah, Pasal 3 ayat (1)   


